PETUNJUK OPERASIONAL
PENGUATAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (P-LDMP)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. TugasPokokdanFungsi Unit KerjaPengelolaKegiatan
BerdasarkanPeraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor8Tahun 2016tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,

BidangKetersediaan dan DistribusiPanganmempunyaifungsisebagaiberikut :

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusipangan.

b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan
urusan di bidangketersediaan pangan dan distribusipangan.

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusipangan.

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan
Distribusi pangan.

e. Penyiapan pemantapan program di bidang Ketersediaan pangan dan Distribusi Pangan.

f.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan
pangan dan Distribusi Pangan dan.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dangan tugas dan

fungsinya.

SedangkanTugas Sub BidangKetersediaan Pangan dan DistribusiPanganadalah:
Mengonseprencana, membagitugas, member
petunjukkepadabawahandalampelaksanaankegiatan Sub BidangDistribusi,
AksesPangandanHargaPangansertamenyiapkanbahanpembinaandanpetunjukdalamperum
usandanpelaksanaankebijakanteknis, program kerjadankegiatan yang
berkaitandenganpenyelenggaraanurusan yang menjadikewenangan sub bidangDistribusi,
AksesPangandanHargaPanganberdasarkanperaturanperundang-

undangansebagaipedomanpelaksanaantugas agar berjalansesuaidenganketentuan.

2. Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang
dihadapidalammelaksanakantugasdanfungsiadalahmasihadanyadaerah di
KabupatenPesisir Selatan yang tergolongkategorirawanpangandan 37%
darimasyarakatmasihtergolongmiskin dan Spekulan yang tidak sehat,
sehinggamelaluiPenguatan kelembagaan distribusi pangan
masyarakatdiharapkanmasyarakat Petani melalui Gapoktan
mempunyaikemampuanuntukmewujudkanKestabilan harga ditingkat petani

sehinggadapatbersaing dalam pembelian, pengolahan dan penjualan gabah.
1



Upayatersebutdilakukanmelalui proses pemberdayaanmasyarakat dengan
kelembagaannyauntukmengenalipotensikemampuannya,
mencarialternatifpeluangdanmemecahkanmasalahsertamampumengambilkeputusanuntuk
memanfaatkansumberdayaalammaupun manuisia
secaraefisiendanberkelanjutansehinggatercapaikemandirian serta kestabilan harga dan
stok .

KondisiSebelumKegiatandilaksanakan

a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat P-LDPM) di Kabupaten Pesisir
Selatan di mulai pada tahun 2009 2 (dua) Gapoktan pelaksana P-LDPM Gapoktan
Pagar Gunung Saiyo Batu Kunik Lumpo dan Gapoktan Serumpun Bungo Pasang
Salido Kecamatan IV Jurai.

b. Tahun 2010 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat P-LDPM) Gapoktan
pelaksana P-LDPM Gapoktan Naga Bahar Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan.

c. Tahun 2011 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat P-LDPM) Gapoktan
pelaksana P-LDPM yaitu Gapoktan Maju Bersama Koto Taratak Kecamatan Sutera.

d. Tahun 2012 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat P-LDPM) Gapoktan
pelaksana P-LDPM vyaitu Gapoktan Usaha Bersama Lagan Mudiek Pungasan
Kecamatan Linggo Sari Baganti.

e. Tahun 2014 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat P-LDPM) Gapoktan
pelaksana P-LDPM vyaitu Gapoktan Kobaya Maju Bersama Koto Baru Koto Berapak

Kecamtan Bayang.

Tujuan
Tujuankegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat(P-
LDPM)adalahuntukmewujudkanKestabilan harga ditingkat petani sehinggadapatbersaing

dalam pembelian, pengolahan dan penjualan gabah.

Sasaran

Sasaran yang ingindicapaimelaluikegiatan Penguatan Kelembagaaan Distribusi
Pangan Masyarakat (P-LDPM)adalahanggota Gapoktan dan masyarakat dalam distribusi
pengelolaan dan stabiltas harga khusus

perberasanuntukmeningkatkanketahananpanganmasyarakat.

Dana
1. Dinas/ Instansi :DinasPanganKabupatenPesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian &



3.

Perkebunan).

NamaKegiatan : Pengembangan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (P-LDPM).

4.

5.

10.

11.

12.

13.

SifatKegiatan : Lama
BagianBelanja : Langsung
JumlahBiayaKegiatan : Rp 32.301.200,-
KondisiSebelumKegiatan

Dilaksanakan D -

waktuPelaksanaan : Januari - Desember 2019( 12 Bulan )
PejabatPelaksanaTeknis

a. Kegiatan Nama : Fetmawati, SP

b. Jabatan : Kepala SeksiDistribusiPangan

Bendahara Pengeluaran:

a. Nama :Yuliarsyam,SE

b. Jabatan : StafDinasPangan

Lokasi Kegiatan : 6 Gapoktan Dalam 5 Kecamatan di Kabupaten

Pesisir Selatan
TolakUkurIndikator

a. Masukan

- Dana Tersedia ‘Rp32.301.200,-

- Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2019 ( 12 Bulan)
b. Keluaran : TerlaksananyaKegiatan Pengembangan Penguatan

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P- LDPM)

c. Hasil :Terbina Gapoktan dalam pendistribusian Pangan
Masyarakat (P-LDPM) Dan pengendalian Stok dan

harga gabah/beras ditingkat petani.

9. RincianBiayaKegiatan yang tercantumdalam DPA TahunAnggaran 2019sebagai
berikut :



a. Hasil-hasil

a.

Input . Jumlahdana yang dibutuhkanRp. 32.301.200,-
JangkaWaktuPelaksanaan12 Bulan (Januari s/d
Desember)
Output . TerlaksananyaPengembanganPenguatan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (P-LDPM)

Outcomes . Terbina Gapoktan Dalam Pendistribusian Pangan dan

Pengendalian Harga Pangan

Impact . Termotivasinyamasyarakatdalamberusahadengan adanya
"~ jaminan hargayang terkendali ditingkat petani

Benefit . Terkendalinya harga gabah/berdasar bertdasarkan
" HargaPenetapan Pemerintah (HPP).

Keterkaitandengan Unit Kerja Lain
Kegiatanpenguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat

berhubungandenganSekdakab/Badan/Dinas/Kantor se-KabupatenPesisir Selatan.

OrganisasiKegiatan

Denganmengacukepada :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3,

menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota waijib
membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Presiden Nomor 83Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor:95Tahun 2018, tanggal 28 Desember
2018tentangAnggaranPendapatanBelanja Daerah KabupatenPesisir Selatan
TahunAnggaran 2019.
KeputusanBupatiPesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal7
Januari  2019tentangPenunjukanPegawaiNegeriSipilMenjadiPenggunaAnggaran,
KuasaPenggunaAnggarandanBendaharaPengeluaranPadaDinasPanganKabupate
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nPesisir Selatan TahunAnggaran 2019.

10. KeputusanKepalaDinasPangan : 521/01/Kpts/Pangan/2019, tanggal 8 Januari
2019tentangPenunjukanPejabatPelaksananTekhnisKegiatan (PPTK)
danPejabatPenatausahaanKeuangan (PPK) DilingkunganDinas PanganKabupaten
Pesisir SelatanTahunAnggaran 2019.

9.1 StrukturOrganisasi.

DitetapkanSusunanOrganisasipadaKegiatanPengembangan Penguatan Lembaga
Distribusi Pangan Massyarakat( P-LDPM) TahunAnggaran 2019adalahsebagaiberikut

a. Penanggungjawab Program/PenggunaAnggaran,
KepalaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.

b. PenanggungjawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran,
KepalaBidangKetersediaan dan
DistribusiPanganpadaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.

c. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK) Kepala
SeksiDistribusiPanganpadaDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.

d. BendaharaPengeluaranStafDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.

e. StafPengelolaKegiatanStafDinasPanganKabupatenPesisir Selatan.



STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
(P-LDPM)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PANGAN
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM /
PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIS DINAS PANGAN
PPK
STAF DINAS PANGAN
BENDAHARA PENGELUARAN

KABID KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI
PANGAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

STAF DINAS PANGAN

STAF PENGELOLA KEGIATAN




9.2 TugasdanTanggungJawab

DenganmempedomaniSuratKeputusanBupatiPesisir Selatan danPeraturan yang

berlaku,

makasecararincitugasmasing-

masingunsurpengelolakegiatanadalahsebagaiberikut :

A. Penanggunglawab Program/PenggunaAnggaran

9.A.1

9.A.2

9.A.3

9.A4

9.A.5

9.A.6
9.A.7
9.A.8
9.A.9
9.A.1

Memberikanarahandanpetunjukumumdalamrangkamengoptimalkans
umberdaya yang adabagipelaksana program dankegiatan.
Melakukankegiatan monitoring danpengendalianataspelaksanaan
program dankegiatan.
MemberikanlaporankepadaBupatiataspelaksanaan program
dankegiatan yang terdapatpadaDokumenPelaksanaanAnggaran
(DPA) tahunanggaran yang bersangkutan.
Mempertanggungjawabkan,
menandatanganidanmemeriksaseluruhdokumen paling lambat 1 x 3
bulan.
MenandatanganiSuratPernyataanTanggungJawabPenggunaAnggara
n.

Menandatangani SPM.

Mengelolahutangpiutang yang menjaditanggungjawabOPD.
MenyusundanmenyampaikankeuanganOPD.
MengawasipelaksanaananggaranOPD

Melaksanakantugas-
tugasPenggunaAnggaran/PenggunaBaranglainnyaberdasarkankuasa
yang dilimpahkanBupatimelaluiSekretaris Daerah

selakukoordinatorpengelolakeuangandaerah.

B. PenanggungJawabKegiatan/KuasaPenggunaAnggaran

9.B
1

MembantuPenanggungJawabKegiatandalammelakukantugas yang

dilimpahkandenganpertimbanganbebantugasdanrentangkendali/komp

etensidanpertimbanganlainnya.

Pelimpahankewenangantersebut, ditetapkandenganKeputusanKepala
Daerah atasusulKepalaOPD.



C. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK)

9.C.1
9.C.2
9.C.3

9.C.4
9.C.5

9.C.6

MenyiapkanOrganisasiPengelolaKegiatan.
Mengendalikanpelaksanaankegiatan.
MengusulkankebutuhanbiayabulanankegiatankepadaPenggunaAng
garan/KuasaPenggunaAnggaran.
Melaporkanperkembanganpelaksanaankegiatan.

Menyiapkandokumenanggaranatasbebanpengeluaranpelaksanaan

kegiatan.
Dan tugas-tugaslainnyasesuai yang
diaturdalamKeputusanPresidenNomor : 80 Tahun 2003

tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah.

D. StafPengelolaKegiatan

Membantupelaksanaankegiatandalampelaksanaantugaspenatausahaan/ad

ministrasisesuaidenganpetunjukpelaksanakegiatan.

E. BendaharaPengeluaran

9.E.1

9.E.2

9.E.3

MelaksanakanpenatausahaanpengeluaranterhadapBelanjaLangsun
g (BL), UangPersediaan (UP), GantiUang (GU) danTambahUang
(TU).

Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA
melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.

Mencatat SPP vyang diajukankedalamregistardibuat 3 (tiga)
rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-SKPD

dalamlembarketigauntukarsipbendahara.



DemikianPetunjukOperasional (PO) inidibuat, untukdipergunakansesuaiketentuan yang
berlaku.

Painan, Januari 2019

DiketahuiOleh :
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR,SE.M.Hum
NIP.197007310 199403 1 004






